BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan,
dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, jika
dilihat dari pelaksanaannya bagi masyarakat sudah berjalan dengan
baik, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas belum
dapat terimplementasi karena baik di Kecamatan Meteng maupun
Pemerintah Kota Wilayah Admninistrasi belum ada pegawai
penyandang disabilitas. Adapun kesimpulan dari penelitian tentang
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara
Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,

Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Proses penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah
DKI Jakarta telah dilaksanakan secara langsung oleh
instansi Kecamatan Menteng. Koordinasi tiap dinas terkait
(dinas sosial) dan pihak- pihak terlibat (penyandang
disabilitas) dalam kebijakan telah berjalan. Dimana
Kecamatan Menteng berada dibawah Pemerintah Wilayah
Administrasi Jakarta Pusat. Melalui KemenpanRB yang
memiliki Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi yang
telah menurunkan informasi ke setiap SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) termasuk Kecamatan Menteng.

Tapi meskipun sudah terlaksana akan tetapi dari
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Kecamatan Menteng belum ada aturan turunan tentang
ASN Penyandang Disabilitas karena masih menginduk ke
Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Walikota Adminisatrasi Jakarta Pusat maupun
Kecamatan Menteng masih menginduk ke Provinsi DKI
Jakarta. Segala hal yang akan dibuat oleh Pemerintah
Walikota Administrasi Jakarta Pusat mengikuti Provinsi
DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan
memetakan kebutuhan formasi pegawai Aparatur Sipil
Negara untuk mengalokasikan formasi jabatan khusus
penyandang disabilitas secara langsung. Dikarenakan
proses rekrutmen semuanya berasal dari pusat dan tidak
bisa mengadakan secara masing — masing.

Adanya koordinasi dari pihak pelayanan terpadu satu pintu
yangmana memiliki tugas dalam pelayanan secara
langsung kepada masyarakat umum dan penyandang
disabilitas sedangkan untuk Pemerintah Kota Wilayah
Administrasi Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Bagian
umum dengan Subbagian rumah tangga yang berwenang
melakukan pengadaan fasilitas bagi  penyandang
disabilitas.

Tersedianya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
dalam beraktivitas di tempat kerja, baik di Pemerintah
Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat maupun di
Kecamatan Menteng yang telah dibuat alur tertentu untuk
dapat mempermudah pergerakan  mobilitas  bagi

Penyandang Disabilitas.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan

berupa beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Diusulkannya formasi jabatan fungsional khusus penyandang
disabilitas di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta
Pusat maupun Kecamatan Menteng. Hal ini digunakan untuk
memberikan dorongan dan semangat bagi penyandang disabilitas
untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan
yang sama sebagai Aparatur Sipil Negara.

2. Disediakannya pelatihan bahasa isyarat bagi jabatan fungsional di
Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat yang
bertugas memberikan pelayanan langsung bagi penyandang
disabilitas.

3. Dibentuknya ruang diskusi terbuka bagi komunitas atau persatuan
penyadang disabilitas khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini
digunakan sebagai ruang mendengarkan dan mendapatkan
informasi terbaru di masyarakat tentang penyandang disabilitas.
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